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Abstract: The objective of this research is to improve the conceptual understanding on the central government 
system of the students in Grade IV of State Primary School 2 Waleng, Girimarto, Wonogiri in Academic Year 
2012/2013. This research used the classroom action research with two cycles. The data of the research were 
gathered through in-depth interview, observation, documentation, and test. They were then analyzed by using the 
descriptive comparative statistical technique of analysis, critical technique of analysis, and the interactive 
technique of analysis.The research result showed that the implementation of accelerated learning model can 
improve the conceptual understanding of the central government system. 
 
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep sistem pemerintahan tingkat 
pusat melalui penerapan model accelerated learning pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Waleng, Girimarto, 
Wonogiri tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus.  Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes.  Teknik analisis 
data menggunakan analisis statistik deskriptif komparatif, analisis kritis, dan analisis interaktif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan model accelerated learning dapat meningkatkan pemahaman konsep sistem 
pemerintahan tingkat pusat. 
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Mata pelajaran Pendidikan Kewargane-
garaan (PKn) bertujuan untuk menjadikan 
warga negara yang baik, yaitu warga negara 
yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan 
kewajibannya (Ruminiati, 2007: 1-26). Pera-
turan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
standar kompetensi lulusan untuk satuan pen-
didikan dasar dan pendidikan menengah me-
nyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan 
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
(PKn) salah satunya adalah memahami sis-
tem pemerintahan tingkat pusat. Standar 
kompetensi ini dibebankan pada siswa kelas 
IV semester 2. Standar kompetensi ini terbagi 
dalam 2 (dua) kompetensi dasar yakni: (1) 
mengenal lembaga-lembaga negara dalam 
susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti 
MPR, DPR, Presiden, MA, MK,  BPK, dll 
dan (2) menyebutkan organisasi pemerintah-
an tingkat pusat, seperti presiden, wakil pre-
siden, dan para menteri. 
Kenyataan yang terjadi di SD Negeri 2 
Waleng tahun pelajaran 2012/2013, siswa ke- 
las IV di SD tersebut belum memiliki pe-
mahaman yang cukup tentang sistem peme-
rintahan tingkat pusat. Hal ini terlihat dari 
hasil tes materi sistem pemerintahan tingkat 
pusat yang nilai rata-rata kelas hanya sekitar 
50. Dari 21 siswa di kelas tersebut hanya 6 
siswa atau 28,57% yang memenuhi Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan 
sekolah yakni 70.  
Berdasarkan hasil wawancara, rendah-
nya pemahaman konsep sistem pemerintahan 
tingkat pusat disebabkan oleh materi yang 
terlalu banyak. Selain itu, materi sistem pe-
merintahan tingkat pusat mengandung ba-
nyak istilah yang dianggap baru oleh siswa 
sehingga siswa lamban dalam memahami 
materi tersebut. Dari hasil observasi dike-
tahui bahwa pembelajaran yang dilaksanakan 
guru masih bersifat teacher centered yang 
membuat siswa merasa bosan dalam meng-
ikuti pembelajaran. Peran aktif siswa yang 
kurang dalam pembelajaran mengakibatkan 
pemahaman konsep sistem pemerintahan 
tingkat pusat rendah dan hasil belajar yang 
dicapai siswa kurang. 
Apabila masalah tersebut di atas tidak 
diatasi, maka pemahaman siswa terhadap 
konsep sistem pemerintahan tingkat pusat 
akan tetap rendah. Hal ini akan berdampak 
langsung pada keberhasilan siswa saat meng-
hadapi ulangan kenaikan kelas atau ujian 
akhir nasional. Selain itu, konsep sistem pe-
merintahan tingkat pusat merupakan materi 
yang berlanjut pada jenjang pendidikan me-
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nengah. Jika dari awal siswa tidak paham ter-
hadap konsep sistem pemerintahan tingkat 
pusat, maka siswa juga akan mengalami ke-
sulitan memahami konsep tersebut saat siswa 
menempuh pendidikan menengah. Oleh kare-
na itu, perlu adanya tindakan perbaikan agar 
pemahaman siswa terhadap konsep sistem 
pemerintahan tingkat pusat dapat meningkat. 
Tindakan perbaikan yang dapat dilaku-
kan adalah menerapkan model  accelerated 
learning dalam pembelajaran PKn materi sis-
tem pemerintahan tingkat pusat. Accelerated 
learning merupakan kemampuan menyerap, 
memahami, dan menguasai informasi baru 
dengan cepat (Rose dan Nicholl, 2006: 35). 
Lebih lanjut Rose dan Nicholl menjelaskan 
bahwa accelerated learning mengakui setiap 
individu memiliki cara belajar yang paling 
sesuai dengan karakter dirinya, yakni cara 
paling alamiah bagi individu tersebut. Cara 
yang alamiah tersebut membuat belajar men-
jadi lebih mudah, dan karena belajar lebih 
mudah maka belajar menjadi lebih cepat. De-
ngan menggunakan cara belajar ini siswa 
akan merasakan bahwa belajar itu menye-
nangkan dan efektif (2006: 36). Menurut 
Meier, accelerated learning merupakan hasil 
yang dicapai, bukan metode yang digunakan 
(Meier, 2002: 37). Metode apapun yang tidak 
mendorong pembelajaran yang cepat dan 
meningkat bukanlah termasuk dalam metode 
accelerated learning, meskipun metode ter-
sebut dianggap cerdik atau menyenangkan. 
Sebaliknya, metode apapun yang dapat mem-
percepat dan meningkatkan pembelajaran 
dapat dimasukkan dalam metode accelerated 
learning. Meier menambahkan bahwa “tuju-
an accelerated learning adalah menggugah 
sepenuhnya kemampuan belajar para pelajar, 
membuat belajar menyenangkan dan memu-
askan bagi mereka, dan memberikan sum-
bangan sepenuhnya pada keberhasilan, kecer-
dasan, kompetensi, dan keberhasilan mereka 
sebagai manusia” (2002: 37). Sejalan dengan 
pendapat-pendapat di atas, Russel menyata-
kan bahwa model accelerated learning me-
miliki banyak keuntungan bagi siswa, di an-
taranya yakni: mampu belajar lebih banyak 
dan cepat, memiliki ingatan yang baik, me-
ningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan 
kemampuan untuk melakukan inovasi, serta 
meningkatkan gairah belajar (2011: 11). 
Dari beberapa pendapat dari beberapa 
ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model  
accelerated learning merupakan model pem-
belajaran yang membuat belajar menjadi le-
bih cepat, lebih efektif, dan menyenangkan 
melalui metode-metode tertentu.  
 
METODE 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV 
SDN 2 Waleng, semester genap yang bera-
lamat di Waleng, Girimarto, Wonogiri. 
Subjek penelitian adalah guru dan sis-
wa kelas IV SDN 2 Waleng dengan jumlah 
siswa 21, yang terdiri dari 14 siswa laki-laki 
dan 7 siswa perempuan. Penelitian ini  telah 
dilaksanakan selama 6 bulan yaitu dari bulan 
Januari sampai bulan Juni 2013. 
Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 
Sumber data yang digunakan yakni: (1) in-
forman, yang terdiri dari guru dan siswa ke-
las IV SD Negeri 2 Waleng; (2)  kegiatan be-
lajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan; 
dan (3) dokumen yang berupa nilai siswa dan 
silabus PKn. 
Pada penelitian ini, teknik pengumpul-
an data yang digunakan adalah wawancara,  
observasi, dokumentasi, dan tes. Uji validitas 
data yang digunakan yakni triangulasi sum-
ber data dan triangulasi teknik pengumpulan 
data. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis statistik deskriptif 
komparatif, analisis kritis, dan analis interak-
tif model Miles dan Huberman. 
Indikator kinerja penelitian yang dite-
tapkan adalah 80% siswa memahami konsep 
sistem pemerintahan tingkat pusat. Diukur 
dari hasil tes pemahaman siswa terhadap 
materi pelajaran sistem pemerintahan tingkat 
pusat kompetensi dasar mengenal lembaga-
lembaga negara dalam susunan pemerintahan 
tingkat pusat dan dihitung jumlah siswa yang 
mendapat nilai memenuhi KKM. KKM yang 
disepakati guru dan peneliti dinaikkan dari 
70 menjadi 75.  
Prosedur penelitian ini dilakukan dalam 
empat tahap seperti yang dikemukakan oleh 
Suwandi yaitu perencanaan (planning), tin-
  
dakan (acting), pengamatan (observing), dan 
refleksi (reflecting) (2009: 27-29). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus yang masing-
masing siklus terdiri dari 2 (dua) pertemuan. 
 
HASIL 
Pada kondisi awal, pemahaman konsep 
sistem pemerintahan tingkat pusat siswa 
masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
tes pratindakan yaitu dari 21 siswa hanya 6 
siswa atau 28,57% yang mendapat nilai me-
menuhi KKM, dengan KKM yang ditentukan 
sekolah adalah 70. Sedangkan 15 siswa atau 
71,43% mendapat nilai di bawah KKM. Dis-
tribusi frekuensi nilai pemahaman konsep 
sistem pemerintahan tingkat pusat pratin-
dakan dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 
Tabel 1. Data Frekuensi Nilai Pemahaman 
Konsep Sistem Pemerintahan Pu-
sat Pratindakan 
 
Berdasarkan data tabel 1, rata-rata nilai 
siswa materi sistem pemerintahan tingkat pu-
sat pada pratindakan hanya sekitar 50. Se-
dangkan ketuntasan klasikal hanya mencapai 
28,57%. 
Pada siklus I, pemahaman konsep siswa 
sudah meningkat. Akan tetapi, masih ada be-
berapa siswa yang masih mengalami kesulit-
an dalam memahami konsep sistem pemerin-
tahan tingkat pusat, hal ini disebabkan aktivi-
tas beberapa siswa dalam pembelajaran ma-
sih kurang.  
Pada Siklus I, terdapat 10 siswa atau 
47,62% yang mendapat nilai memenuhi 
KKM. Sedangkan 11 siswa atau 52,38% ma-
sih mendapat nilai di bawah KKM. Distri-
busi frekuensi nilai pemahaman konsep sis-
tem pemerintahan tingkat pusat siklus I dapat 
dilihat pada tabel 2 berikut. 
Tabel 2. Data Frekuensi Nilai Pemahaman 
Konsep Sistem Pemerintahan Pu-
sat Siklus I 
 
Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa 
nilai rata-rata siswa adalah 70,69. Ketuntasan 
klasikal hanya mencapai 47,62%.  
Dengan demikian keberhasilan sesuai 
yang tertera dalam indikator kinerja pada 
rencana sebelumnya yaitu 80% siswa mem-
peroleh nilai di atas KKM belum tercapai, se-
hingga penelitian akan dilanjutkan ke siklus 
II.  
Pada akhir siklus I diadakan refleksi 
yang dilakukan dengan cara berdiskusi ber-
sama guru kelas untuk mengetahui kekurang-
an pada siklus I kemudian dicari cara untuk 
menyelesaikannya. Hasil refleksi tersebut 
adalah dengan memperbaiki metode pem-
belajaran yang digunakan yakni dengan me-
maksimalkan penerapan metode permainan 
belajar  dan memindahkan tempat pelaksana-
an pembelajaran dari dalam kelas ke luar ru-
angan. Dengan demikian diharapkan semua 
siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembela-
jaran dan pembelajaran menjadi lebih menye-
nangkan bagi siswa. 
Adanya refleksi tersebut dapat mening-
katkan pemahaman konsep siswa. Hal ini da-
pat dibuktikan dengan meningkatnya nilai 
pemahaman konsep sistem pemerintahan 
tingkat pusat pada siklus II jika dibandingkan 
dengan nilai pemahaman konsep siswa pada 
siklus I.  
Pada siklus II, siswa yang mendapat 
nilai memenuhi KKM adalah 18  siswa atau 
85,71%. Hanya terdapat 3 siswa atau 14,29% 
yang mendapat nilai di bawah KKM. Dis-
tribusi frekuensi nilai pemahaman konsep 
sistem pemerintahan tingkat pusat siklus II 




fi xi fi xi Persentase 
1 20-31 4 25,5 102 19,05% 
2 32-43 7 37,5 262,5 33,33% 
3 44-55 3 49,5 148,5 14,29% 
4 56-67 1 61,5 61,5 4,76% 
5 68-79 2 73,5 147 9,52% 
6 80-91 4 85,5 342 19,04% 
Jumlah 21 333 1051,5 100% 
Nilai rata-rata= 1051,5 : 21= 50,07 




fi xi fi xi Persentase 
1 40-49 1 44,5 44,5 4,76% 
2 50-59 3 54,5 163,5 14,29% 
3 60-69 4 64,5 258 19,05% 
4 70-79 9 74,5 670,5 42,85% 
5 80-89 3 84,5 253,5 14,29% 
6 90-99 1 94,5 94,5 4,76% 
Jumlah 21 417 1484,5 100% 
Nilai rata-rata= 1484,5 : 21= 70,69 
Ketuntasan Klasikal= (10:21) x 100% = 47,62% 
  
Tabel 3. Data Frekuensi Nilai Pemahaman 
Konsep Sistem Pemerintahan Pu-
sat Siklus II 
 
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa 
nilai rata-rata siswa mencapai 78,83 dan 
ketuntasan klasikal telah mencapai 85,71%. 
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 
peningkatan pemahaman konsep sistem 
pemerintahan tingkat pusat dengan melalui 
penerapan model accelerated learning sudah 
berhasil karena sudah mencapai target pen-
capaian sesuai dengan indikator kinerja pe-
nelitian. Oleh karena itu, penelitian ini sudah 
cukup dan dihentikan. 
 
PEMBAHASAN 
Nilai pemahaman konsep sistem pe-
merintahan tingkat pusat pada siswa kelas IV 
SD Negeri 2 Waleng pada kondisi awal ma-
sih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya 
nilai pratindakan. Dari 21 siswa, hanya 6 
siswa atau 28,57% yang mendapatkan nilai 
sama dengan atau lebih dari KKM (70) se-
dangkan 15 siswa lainnya belum mencapai 
nilai sama dengan atau lebih dari KKM. Oleh 
karena itu, perlu diadakan tindakan perbaikan 
untuk mengatasi rendahnya pemahaman kon-
sep sistem pemerintahan tingkat pusat. Tin-
dakan perbaikan yang dilakukan adalah  me-
nerapkan model accelerated learning. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan model accelerated learning telah 
sesuai dengan teori yang ada. Menurut Rose 
dan Nicholl, accelerated learning adalah ke-
mampuan menyerap, memahami informasi 
baru dengan cepat, dan menguasai informasi 
tersebut (2006: 35). Salah satu keunggulan 
accelerated learning  adalah mampu belajar 
lebih banyak dan lebih cepat (Russel, 2011: 
21). Jika siswa dapat memahami materi de-
ngan cepat, maka cakupan materi sistem pe-
merintahan tingkat pusat yang cukup banyak 
tidak menjadi masalah lagi bagi siswa. 
Teori lain yang dikemukakan sebelum-
nya adalah teori yang dikemukakan Meier. 
Menurut Meier, tujuan accelerated learning 
adalah menggugah sepenuhnya kemampuan 
belajar para pelajar, membuat belajar menye-
nangkan dan memuaskan bagi mereka, dan 
memberikan sumbangan sepenuhnya pada 
keberhasilan, kecerdasan, kompetensi, dan 
keberhasilan mereka sebagai manusia (2002: 
37). Selain itu, salah satu keunggulan acce-
lerated learning adalah meningkatkan gairah 
belajar (Russel, 2011: 12). Sesuai hasil wa-
wancara pratindakan, siswa kurang memper-
hatikan saat pembelajaran PKn karena siswa 
merasa bosan. Accelerated learning membuat 
belajar menjadi lebih menyenangkan. Acce-
lerated learning juga membuat siswa lebih 
bergairah dalam belajar. Dengan demikian, 
peneliti memilih menerapkan model acce-
lerated learing yang dapat membuat pembe-
lajaran menjadi menyenangkan dan siswa 
tidak bosan mengikuti pembelajaran. Hasil-
nya pemahaman siswa terhadap konsep 
sistem pemerintahan tingkat pusat dapat me-
ningkat. Hal ini dapat terbukti dengan adanya 
peningkatan nilai siswa pada setiap siklus-
nya. Pada siklus I, siswa yang mendapatkan 
nilai memenuhi KKM hanya sebanyak 10 
siswa atau 47,62%. Nilai rata-rata siswa ada-
lah 70,69. Pada siklus II, siswa yang men-
dapat nilai memenuhi KKM meningkat men-
jadi 18 siswa atau 85,71%. Nilai rata-rata 
siswa meningkat menjadi 78,83.  
 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan 
kelas yang telah dilaksanakan dalam dua 
siklus dengan menerapkan model accelerated 
learning dalam pembelajaran PKn pada sis-
wa kelas IV SD Negeri 2 Waleng, dapat di-
simpulkan bahwa penerapan model accele-
rated learning dapat meningkatkan pema-
haman konsep sistem pemerintahan tingkat 
pusat pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Wa-
leng, Girimarto, Wonogiri tahun pelajaran 
2012/2013. Hal ini terbukti dengan adanya 




fi xi fi xi Persentase 
1 41-50 1 45,5 45,5 4,76% 
2 51-60 1 55,5 55,5 4,76% 
3 61-70 1 65,5 65,5 4,76% 
4 71-80 10 75,5 755 47,62% 
5 81-90 5 85,5 427,5 23,80% 
6 91-100 3 95,5 286,5 14,29% 
Jumlah 21 423 1655,5 100% 
Nilai rata-rata= 1655,5 : 21= 78,83 
Ketuntasan Klasikal= (18:21) x 100% = 85,71% 
  
pemerintahan tingkat pusat yang diperoleh 
siswa. Pada pratindakan nilai rata-rata pema-
haman konsep sistem pemerintahan tingkat 
pusat siswa adalah 50,07, pada siklus I nilai 
rata-rata siswa meningkat menjadi 70,69 dan 
siklus II meningkat lagi menjadi 78,83. Ke-
tuntasan klasikal pemahaman konsep sistem 
pemerintahan tingkat pusat pada pratindakan 
adalah 28,57%, pada siklus I meningkat men-
jadi 70,69%, dan pada siklus II meningkat 
menjadi 85,71%.  
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